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GLOSARIUM 

 

Asset Recovery Pengembalian aset (harta) kekayaan negara yang 

telah dikorupsi. 

 

Autorisatie Pejabat yang memiliki wewenang untuk 

melakukan tindakan-tindakan yang akan 

membawa kearah penerimaan dan pengeluaran 

dana anggaran. 

 

Bureaucratic Corruption Tindakan korupsi yang dilakukan para birokrat 

yang diangkat, yang dilakukan demi dan untuk 

kepentingan elit politik ataupun kepentingan 

mereka sendiri. Dalam bentuknya yang kecil, 

korupsi birokrasi terjadi ketika masyarakat 

(public) memerlukan pelayanan cepat dari 

birokrat, dengan imbalan uang atau materi 

tertentu. Dalam konteks ini penyuapan (bribery) 

dilakukan untuk memperlancar urusan tertentu. 

Korupsi ini terjadi di lembaga peradilan, 

utamanya untuk mempengaruhi keputusan 

pengadilan yang menguntungkan pihak yang 

berperkara. 

 

Common Law Sistem hukum yang digunakan oleh negara 

persemakmuran inggris dan negara lainnya. 

Sistem hukum yang lebih condong pada hukum 

kebiasaan daripada hukum yang tertulis. 

 

Conflicts of Interest Situasi dimana seorang penyelenggara negara 

yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan 

memiliki atau diduga memiliki kepentingan 

pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang 

dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi 

kualitas dan kinerja yang seharusnya. 

 

Crime of Passion Pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya 

karena marah, cinta, atau karena kehormatan. 

 

Ex Officio  Hak yang ada pada hakim yang penerapannya 

dilakukan karena jabatan demi terciptanya 

keadilan bagi masyarakat. 
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Konstruktivisme Filsafat pengetahuan yang memiliki anggapan 

bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi 

(bentukan) manusia itu sendiri. 

 

Lex specialis legigeneralis Asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa 

hukum yang bersifat khusus (lex specialis) 

mengesampingkan hukum yang bersifat umum 

(lex generalis). 

 

Living Law Hukum yang hidup ditengah masyarakat, dalam 

hal ini yaitu hukum adat, hukum islam dan 

hukum barat. The living law sebenarnya 

merupakan katalisator (positif atau negatif) 

dalam pembangunan hukum nasional. Salah satu 

hasil dari pembangunan hukum yang terus 

berkembang seiring dengan perkembangan 

ekonomi adalah hukum bisnis atau hukum 

ekonomi. 

 

Medeplichtig Mereka yang membantu pelaku tindak pidana 

baik dengan menyediakan sarana atau 

memberikan kesempatan terjadinya tindak 

pidana. 

 

Pencucian Uang Suatu upaya perbuatan untuk 

menyembunyikanatau menyamarkan asal usul 

uang atau dana atau harta kekayaan hasil tindak 

pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar 

uang atau harta kekayaan tersebut tampak 

seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau 

legal. 

 

Penegakan Hukum Rangkaian kegiatan dalam rangka usaha 

pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang 

berlaku, baik yang bersifat penindakan secara 

teknis maupun administratif yang dilaksanakan 

oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat 

tercipta suasana aman, damai dan tertib demi 

untuk pemantapan kepastian hukum dalam 

masyarakat. 

 

Piramida Hukum Sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di 

mana norma hukum yang paling rendah harus 

berpegangan pada norma hukum yang lebih 

tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
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konstitusi) harus berpegangan pada norma 

hukum yang paling mendasar (grundnorm). 

 

Recidive Orang yang melakukan suatu tindak kejahatan 

tertentu, telah dihukum, dan hukumannya telah 

dijalani, dan melakukan tindak kejahatan tersebut 

kembali. 

 

Reformasi Hukum Perubahan secara drastis untuk perbaikan di 

bidang hukum dalam suatu masyarakat atau 

negara. 

 

Restorative Justice Suatu pemulihan hubungan dan penebusan 

kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku 

tindak pidana (keluarganya) terhadap korban 

tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya 

perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud 

dan tujuan agar permasalahan hukum yang 

timbul akibat terjadinya perbuatan pidana 

tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan 

tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara 

para pihak. 

 

Social Control Mekanisme untuk mencegah penyimpangan 

sosial serta mengajak dan mengarahkan 

masyarakat untuk berperilaku dan bersikap 

sesuai norma dan nilai yang berlaku. Dengan 

adanya kontrol sosial yang baik diharapkan 

mampu meluruskan anggota masyarakat yang 

berperilaku menyimpang atau membangkang. 

 

Socio Legal Research Merupakan studi hukum dalam bentuk studi-

studi empiris yang berorientasi pada penemuan 

teori-teori mengenai proses terjadinya dan 

mengenai proses bekerjanya hukum dalam 

masyarakat. 

 

Subsidair Sebagai pengganti apabila hal pokok tidak terjadi 

(seperti hukuman kurungan sebagai pengganti 

hukuman denda apabila terhukum tidak 

membayarnya).  

  

 

 

 


